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Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa
perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian lisan sah dan
mengikat para pihak jika sudah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang
terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada
perkara pengadilan No 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt dan untuk menganalisis kekuatan
hukum perjanjian lisan pada perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan
pendekatan studi kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan perjanjian lisan. Jenis dan
sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis yaitu,
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan
pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hakim dalam putusan No.
18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt bahwa hakim tidak mempertimbangkan alasan para pihak
tergugat tidak dapat memberikan keuntungan karena saat itu sedang terjadi covid-
19, dimana covid-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar atau force majeure
menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Hakim tidak mempertimbangkan
alasan force majeure dikarenakan kurangnya pembuktian dari pihak tergugat.
Kekuatan hukum perjanjian lisan dalam putusan No.18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt
mengikat para pihak yang membuatnya, apabila syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian terpenuhi. Perjanjian lisan saat terjadi wanprestasi memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, hanya saja dalam pembuktian
perjanjian lisan lebih lemah daripada perjanjian tulisan.

Disarankan kepada hakim pengadilan agar lebih objektif dalam menilai
suatu perjanjian lisan dikarenakan sulitnya pembuktian, agar tercapainya suatu
keadilan bagi para pihak. Serta kepada masyarakat diharapkan dalam melakukan
perjanjian lisan membawa setidaknya satu atau dua orang saksi dikarenakan saksi
dapat dijadikan sebagai alat bukti saat terjadinya wanprestasi.
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